MATERI SEKRETARIS DKPP
PADA PERTEMUAN DENGAN KOMISI Il DPR RI

DALAM RANGKA PEMBAHASAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L) SEKRETARIAT DKPP
BERDASARKAN PAGU ANGGARAN TA.2021
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Peningkatan Penanganan Penyusunan Penataan tugas, Peningkatan
pemahaman kode dugaan Indeks Kepatuhan fungsi dan kinerja
etik Penyelenggara  pelanggaran Kode Etika wewenang pengelolaan
Pemilu bagi seluruh Etik Penyelenggara Penyelenggara keuangan dan

jajaran Penyelenggara Pemilu Pemilu dan Sumber Daya
Penyelenggara Pemilu Pilkada Manusia

Pemilu Sekretariat DKPP




PERKEMBANGAN PAGU ANGGARAN DKPP TAHUN 2021

Pagu Indikatif
Sekretariat DKPP
Tahun 2020

Hasil TM Pagu
Indikatif tgl 20 Mei
2020

Hasil RDP
Komisi Il DPR RI
tgl 24 Juni 2020

Berdasarkan ND PIt.

Sekjen Kemendagri
No.050/356/ND/SJ
tanggal 19 Mei 2020
hal Penetapan Pagu
Indikatif Setjen
Kemendagri Tahun
2021, Pagu Indikatif
Sekretariat DKPP
sebesar
Rp.10.720.000.000,-
yang merupakan
Belanja Non
Operasional.

Terdapat Optimalisasi
optimalisasi internal
Satker Sekretariat
Jenderal Kemendagri
sebesar
Rp.6.583.307.000,-,
untuk pemenuhan
Belanja Pegawai (001)
Sekretariat DKPP
Tahun 2021. sehingga
Total Pagu Indikatif
Sekretariat DKPP
Tahun 2021 sebesar
Rp.17.303.307.000,-.

Berdasarkan
Kesimpulan RDP
tersebut, Komisi ll
DPR RI menyetujui
Usulan Tambahan
Anggaran Sekretariat
DKPP Tahun 2021
sebesar
Rp.91.949.051.000,-.

Usulan Tambahan
Anggaran
TA.2021

Pagu Anggaran
Sekretariat DKPP
Tahun 2021

Berdasarkan surat
Bapak MDN kepada
Menkeu dan Menteri

PPN/Ka.Bappenas
No0.910/4423/SJ tgl 5

Agustus 2020 hal

Usulan Tambahan

Anggaran Kemendagri
TA.2021, salah satu
usulan tambahannya
yaitu usulan tambahan
anggaran Sekretariat
DKPP sebesar
Rp.91.949.051.000,-.

Berdasarkan NDBapak
MDN No.910/4599/SJ
tanggal 12 Agustus
2020 hal Penetapan

Pagu Anggaran

Kemendagri TA.2021,

bahwa Pagu Sekretariat

Jenderal Kemendagri

tidak mengalami
perubahan, sehingga
Pagu Anggaran
Sekretariat DKPP Tetap
sebesar
Rp.17.303.307.000,-.




KOMPOSISI PAGU ANGGARAN SEKRETARIAT DKPP

Total Pagu Sebesar Rp.17.303.307.000,-.

Rp.10,72 M
Belanja Non Operasional

Total Pagu Anggaran
Rp.17,30 M

Rp.0,-
Belanja Ops dan
Pemeliharaan

Pekantoran Belanja Pegawai

(& J

Belanja Operasioanal
Rp.6,58 M

Seluruh pendanaannya bersumber dari
Rupiah Murni

Target Kinerja Sekretariat DKPP, antara lain:

Target Kinerja

Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyel enggara
Pemilu, khususnya Pasca Pilkada Serentak Tahun 2020

Pel aksanaan Sidang Permeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu.

Penguatan Tugas dan Fungsi Tim Pemeriksa Daerah dalam
Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik di Daerah.

Fasilitasi tindak lanjut putusan DKPP.

Fasilitasi perjanjian kerjasama dalamrangka peningkatan Tugas
dan Fungsi, serta kelembagaan DKPP.

Sosialisasi Kode Etik di Daerah.

Pelaksanaan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya.
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Usulan Tambahan
Anggaran Sekretariat
DKPP Tahun 2021




PERBANDINGAN PAGU ALOKASI DKPP 3 TAHUN TERAKHIR

Rp.44.551.259.000,- Rp.40.904.190.000,-

(Pagu melekat pada Yang terdiri dari
DIPA Bawaslu RI) Rp.23.789.759.000,-
(Pagu melekat pada
DIPA Bawaslu RI)
dan
Rp.17.114.431.000,-
(Pagu melekat pada
DIPA Kemendagri)

Rp.53.000.415.000,-

(Pagu melekat pada
DIPA Kemendagri)
Dan terdapat Usulan
Tambahan Anggaran
yang dalam proses
pembahasan sebesar
Rp.39.052.469.000,-.

Pagu Anggaran 2021
sebesar
Rp.17.303.307.000,-




USULAN KEBUTUHAN TAMBAHAN ANGGARAN DKPP TAHUN 2021

[ Kebutuhan Tambahan Anggaran Sebesar Rp.91.949.051.000,- akan dipergunakan untuk : ]

Verifikasi administrasi Sosialisasi Etik Sidang Penguatan kapasitas Pelaksanaan

dan verifikasi materiil bagi pemeriksaan Tim Pemeriksa Daerah Dukungan Teknis
pengaduan dan/atau Masyarakat pelanggaran kode (TPD) dalam rangka Lainnya Sekretariat
laporan etik sidang pemeriksaan DKPP

Pelaksanaan Pendidikan etik Penyediaan prasarana
Penyelidikan Dugaan bagi Fasilitasi Tim pendukung
Pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemeriksa Daerah operasional DKPP

Penyelenggara Pemilu Pemilu (TPD) sebagai satker baru




RINCIAN USULAN KEBUTUHAN TAMBAHAN ANGGARAN SEKRETARIAT DKPP
TAHUN 2021

Usulan tambahan Sekretariat DKPP sebesar
I Rp.91.949.051.000,- I

Pemenuhan Kebutuhan
Sarana dan Prasarana
Internal DKPP

Pemenuhan Layanan Teknis
Pengaduan, Sosialisasi dan
Pendidikan Etik

Pemenuhan Layanan Teknis
Persidangan

Rp.27.217.896.000,-. Rp.9.878.053.000,-. ‘ Rp.21.459.597.000,-. ‘

Pemenuhan Layanan
Kelembagaan dan Organisasi,
Kehumasan, Data dan Informasi

Belanja Operasional (002)
untuk Sekretariat DKPP

Dukungan Manajemen Satker
DKPP

Rp.10.077.868 .000,-. Rp.2.473.994.000,-. ‘




URGENSI USULAN KEBUTUHAN TAMBAHAN ANGGARAN SEKRETARIAT DKPP

TAHUN 2021

Pemenuhan Kebutuhan Sarana

dan Prasarana Internal DKPP

1. Sarpras kantor yang dimiliki masih
berstatus pinjam sementara.

2. Kondisi sapras yang belum
maksimal dan kurang memadai,
serta perlunya dilakukan
pengadaan sarpras yang belum ada
dan melakukan renovasi/
perbaikan gedung kantor guna
mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas dan fung DKPP

Pemenuhan Layanan Teknis
Pengaduan, Sosialisasi dan
Pendidikan Etik

Sesuai tugas, kewenangan dan kewajiban
DKPP, serta dalam rangka pelaksanaan
Pilkada 2020, maka perlu dilaksanakan
kegiatan antara lain:

1.

Pelayanan pengaduan masyarakat
terhadap adanya pelanggaran kode
etik penyelenggara pemilu.

Pelaksanaan Penyelidikan Dugaaan
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Pemilu pada 20 Titik/Daerah.

Pelaksanaan sosialisasi dan
pendidikan etik

Pemenuhan Layanan Teknis

Persidangan

Sesuai tugas, kewenangan dan kewajiban
DKPP, serta dalam rangka pelaksanaan
Pilkada 2020, maka perlu dilaksanakan
kegiatan antara lain:

1. Pelaksanaan persidangan terhadap
adanya pengaduan dugaan
pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Pemilu di 200 titik/daerah.

2. Pemantauan implementasi putusan.

3. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas
Pelaksanaan Tugas TPD untuk 34
Provinsi.

4. Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi 34
TPD Provinsi




URGENSI USULAN KEBUTUHAN TAMBAHAN ANGGARAN SEKRETARIAT DKPP

TAHUN 2021

Lanjutan...

Pemenuhan Layanan Kelembagaan Belanja Operasional (002)

untuk Sekretariat DKPP

Dukungan Manajemen Satker

dan Organisasi, Kehumasan, Data

dan ilnformasi RIEE

1. Penyiapan payung hukum

penanganan pelanggaran kode Meningkatkan kualitas kinerja Pemenuhan Gaji PPNPN,
etik dan penguatan dan pelayanan dalam hal Pembayaran Terkait Pelaksanaan
kelembagaan pelaksanaan program kegiatan, Operasional Kantor, Sewa Rumah
o pengelolaan keuangan, Dinas Pimpinan, Biaya

2. Publikasi tugas, kewenangan dan pengelolaan kepegawaian, dan Pemeliharaan Kantor,
kewajiban DKPP, dokumentasi pelayanan umum untuk Pergg?galélaam LPaenn%%?]ﬁ?]gr?ﬁggadan
kinerja kelgmbagaap dan' mendukung kegiatan DKPP. lainﬁya (tenaga pengaman
pelayanan informasi publik kantor), dan Internet (Service

Provider).




Capaian Kinerja
Sekretariat DKPP Tahun
2020




Data Kinerja Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Penegakan Kode Etik
Penyelenggara Pemilu

1  Pengaduan Masuk 161  Pengaduan
2  Penyelenggara Diadukan 595  Orang

3 Sidang Pemeriksaan 90  Kali Sidang
4  Perkara Diputus /0 Perkara

5  Status Teradu Diputus 276  Orang

Data per (Januari s/d 31 Agustus 2020)




PENUTUP

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada Rapat
Dengar pendapat hari ini. Kiranya uraian tersebut dapat menjadi
bahan informasi dan diskusi bersama Yang Terhormat Pimpinan dan
Anggota Komisi || DPR RI.
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